
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 326 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGCo,NISASI DAN TATA KERJA UNIT PEN(3ELOLA KAWASAN PUSAT
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNU'·:; PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa :)erdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor
12 T<1~ un 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43
Pera'tumn Gubernur Nomor 236 Tahun 2015 lentang Organisasi dan Tata
Kerja:\!nas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah serta
Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembenlukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah serta Permukiman
PUIOg8d'_lng;

1. Und ~ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Und 3ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent<1ng Perbendaharaan Negar2.;

3. Und 3ng-Undang Nomor 15 Tahun 2(104 tentang Pemerif;;;aan
Pen!)elolaan dan Tanggung Jawab Pengelcl3an Keuangan Negara;

4. Und::ng-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tertang Pemerintahan Provinsi
D"e,ah Khusus Ibukota Jakarta sebagal Ibukota Negara Kesatuan
RepJblik Indonesia;

5. U:'d:lllg-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terLang Usaha Mikro, Keeil d<1n
Menengah;

6. Und<:'1g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten';::mg Pembentukan Pera'uran
Perl! rdang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentallg Aparatur Sipil Negara;

8. Urd1mg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah
seo<lgaimana telah diubah dengan PeratJran Pemerintah Pengganti
Und,,"g-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
t<euangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahlln 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahlln 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER102/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di
Lingkungan Instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Kellangan
13adan Layanan Umum;

18. PE'-aturan Menteri
Pedoman Teknis
Menerapkan Pola
Daerah;

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan SKPD/UKPD yang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. PHaturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
D<Jerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Bc,dan Layanan Umum Daerah;

22. PE,raturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
KE,uangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umllnl
Daerah;

23. PEraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
TaU Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
PErdagangan;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA
PERMUKIMAN PULOGADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
un:;ur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sel<retariat Daerah adalah Sekretariat DcH~rah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Balian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. BacJan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adetlah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dinc:s Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah serta Perdagangan
yan(J selanjutnya disebut Dinas KUMKrv: serta Perdagangan adalah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah serta Perdagangan
Prc'vinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kope:asi, Usaha Mikro, Keell dan
lv1enengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Uni'; Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Keeil dan
Menengah serta Permukiman Pulogadung yang selanjutnya disebut Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Perdagangan
adc,lah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro,
Ked dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas KUMKM
serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Kep;lla Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat
Penn",mbangan Usaha Mlkro, Keell dan Menengah serta Permuk.iman
Pulogadung.
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13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur
pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya
manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di Unit Pengelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
ada!ah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

15. Unit Kerja Peran'gkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau subordinat SKPD.

16. Kawasan adalah seluruh lahan, prasarana dan sarana umum dan usaha
serta permukiman yang dikelola dan di bawah tanggung jawab eks
Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman Pulogadung.

17. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-u ndangan.

18. Pe9awai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

19. F'egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Inconesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
pel"janjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tu~'as pemerintahan.

20. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai yang bukan
bel"status Pegawai Aparatur Sipil Negarn yang dipekerjakan oleh Unit
Per~gelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta PermuKiman
Pulogadung sebagai Unit Kerja Dinas KUMKM serta Perdagangan yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengemban~Jan UMKM serta Permukiman
Pulo~ladung merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas KUMKM serta
Perdagangan dalam pelaksanaan pellgelolaan kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung.
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(2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengemban\lan UMKM serta Permukiman
Pulogadung mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan
pengelolaan kawasan pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah serta permukiman Pulogadung.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
dan/atau reneana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung;

b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
uan/atau reneana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung;

e. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengembangan
usaha mikro, keeil dan menengah serta permukiman Pulogadung;

d. pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan
rnenengah dalam kawasan;

e. pareneanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan
p'c:ngendalian serta permukiman dalam k<Jwasan;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pemasaran dan promosi produksi
usaha mikro, keeil dan menengah dalam kawasan;

g. pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi usaha mikro, keeil
dan menengah serta permukiman dalam :<awasan;

h. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan untuk pembinaan.
pengembangan dan perlindungan usahil mikro, keeil dan menengah
serta permukiman dalam kawasan;

i. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan clan perawatan, prasarana clan
smana teknis Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM
serta Permukiman Pulogaclung;

j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Per,gelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogacillng;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
F:j!ogaclung;

I. pe!aksanaan publikasi kegiatan dan pengaluran aeara Unit Pengelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung;

m. pengelolaan kearsipan, data dan inforrnasi Unit Pengelola Kawasan
F'usat Pengembangan UMKM serta Permllkiman Pulogaclung; dan

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
F"',ngelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
F'L'logadung.
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BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan
UMKM serta Permukiman Pulogadung, terdiri dari :

a. ICepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbagian Keuangan;

d. Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha;

e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;

f. SPI; dan

g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Kawasan Pusat
Peng8mbangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaks2naan tugas dan fungsi Unit
Pen~elola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. men(Joordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sam a dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan lungsi
Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulo9adung.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Stal dalam pelaksanaan
administrasi Unit Pengelola Kawasan Pus:;.! Pengembangan UMKrJ1 serta
Perm Jkiman Pulogadung.
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(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
barkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
dan/atau reneana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
f'engembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
lingkup tugasnya;

teknis
Pusat

i.

f.

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
dan/atau reneana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. rnelaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
reneana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung;

d. rnenyusun bahan standar operasional dan prosedur
pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Kawasan
f'engembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung;

e. rnelaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

rnelaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

g. rnelaksanakan pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana kerja
s::'suai dengan lingkup tugasnya;

h. rnengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit
P,,"ngelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung;

1l1emelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;

j. rnelaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadullg:

k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan aeara Unit Pengelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung;

I. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung:

m. -nengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
serta akuntabilitas Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan
UMKM serta Permukiman Pulogadung; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempal

Subbagian Keuangan

Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan
per'[!(3Iolaan keuangan dan pereneanaan Unit Pengelola Kawasan Pusat
Peng'3mbangan UMKM serta Permukiman Pulogadung.
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(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagiar, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
F'engembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
Iir,gkup tugasnya;

c. rnengoodinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana
bisnis dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung;

d. m~~nyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan
keuangan Unit Pengelola Kawasan Pusst Pengembangan UMKM serla
Permukiman Pulogadung;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
c'okumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
F'engembangan UMKM serla Permukiman Pulogadung;

f. rlelaksanakan penatausahaan keuangan;

g. rlelaksanakan fungsi perbendaharaan;

h. rlelaksanakan fungsi verifikasi;

i. rlenyusun laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca dan c3tatan
mas laporan keuangan;

j. rlelakukan anal isis dan evaluasi nilai dan manfaat aset;

k. rlembukukan dan mengakuntansikan aset; dan

I. rrltllaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tUgClS
~;ubbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha merlJpakan Satuan Kerja Lini Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan IJMKM serta Permukiman
Pulo,13dung dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan
perlir:dungan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan.

(2) SatlJan Pelaksana Pembinaan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kep.~la Unit.

(3) Kepo\la Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan
jabatan struktural.

(4) KepC\~a Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diallgkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas u~.ul Kepala Unit.



9

(5) SatLJan Pelaksana Pembinaan Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
can/atau reneana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
F'engembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggara
dan/atau reneana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
F'engembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. rnenyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan.
pe!1gembangan dan perlindungan usaha mikro, keeil dan menengah
dalam kawasan;

d. rnelaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan
usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan;

e. rnelaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemasaran dan promosi
produksi usaha mikro, keeil dan menengah dalarn kawasan;

f. rnelaksanakan penyiapan/proses kerja sama dan kemitraan
pembinaan, pengernbangan dan perlindungan usaha mikro, keeil dan
Menengah dalam kawasan;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi akses permodalan bagi usaha
mikro, keeil dan menengah dalam kawasan;

h. rnelaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan
pembinaan usaha permukiman dalam kawasan;

i. rnengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
mengenai usaha mikro, keeil dan menengah dalam kawasan; dan

j. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Satuan
Pelaksana Pembinaan Usaha.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

(1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulcl\pdung dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan
dan pelaporan prasarana dan sarana serta pengembangan permukiman
dalam kawasan.

(2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit.

(3) Kepc!a Satuan Pelaksana Sarana sebagaimana dirnaksud pada ayat (2).
buk2n jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
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(5) Satu8n Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Perrnukiman Pulogadung sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. rnenyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis
p81aksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan pelaporan
prasarana dan sarana serta pengembangan permukiman dalam
kawasan;

d. rnenyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kawasan;

e. rnelaksanakan proses penyediaan prasC!!'ana dan sarana kawasan;

f. melakukan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kawasan;

g. menyusun rencana pengembangan permukiman dan kawasan;

h. melaksanakan penyiapan/proses kerja sama dan kemitraan prasarana
dan sarana permukiman dalam kawasan;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan
t:-rasarana dan sarana permukiman dalam kawasan;

j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi mengenai
prasarana dan sarana permukiman dalam kawasan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawatkan pelaksanaan lugas Satuan
F'elaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

SPI

Pasal 11

(1) SPI merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sebagai Unit Kerja
Dinas KUMKM serta Perdagangan yang rnenerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(2) SPi sebagai unsur Pengawas Internal dalam rnelaksanakan tugasnya tidak
dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana
daniatau pegawai Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM
serta Perrnukiman Pulogadung.

(3) SPI melaksanakan tugas Pengawasan Internal terhadap pengelolaan dan
perl.3nfaatan sumber daya (rnanusia, ke,.'angan, perlengkapan, standar
dan nrosedur pelayanan) Unit Pengelola I~awasan Pusat Pengembangan
U~,IKM serta Permukirnan Pulogadung.
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(4) Oal<Jm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPI
mempunyai fungsi :

a. p0nyusunan petunjuk teknis pengawasan internal:

b. penyusunan program kerja pengawasan internal:

c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;

d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;

e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala
Unit;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas
E,ksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
SPI.

Pasal 12

(1) SlJsunan keanggotaan SPI terdiri dari :

a. '1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota:

b. '1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

c. 1 (satu) orang Anggota.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota SPi.
sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. Memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;

c. Memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung;

d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;

e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercola;

f. fVIemiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (0-111); dan

g. \1emiliki integritas.

(3) Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kernbali
harya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.

(4) Kepala SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit.

(5) Sekr8taris dan Anggota SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala SPI.
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(6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretraris dan
Ang~ota SPI bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta
rekornendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan
merupakan hasil bersama sebagai Tim.

(7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat
maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala
SPI.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Kepala,
Sekrataris dan Anggota SPI diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Unit F'engelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
PulCigadung dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan
tUg8S dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung
sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas KUMKM serta
Perdagangan yang ditetapkan oleh Kepala Unit.

(2) SIJtkeiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
dipi.npin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
beri\l'Jdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimaa dimaksud pada
ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejab8t
Fungsional yang berkompeten (pengetahuan, keahlian) dan berintegritcls.

(4) I<etentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelol8
Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung
dlatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan
JabiCtan Fungsional Dinas KUMKM serta Perdagangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 15

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatcln
Struktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
me 'upakan Jabatan Struktural Eselon IV A.
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung wajib taat dan
berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepaia Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung.

Pasal17

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan.
para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Subkelompok Jabatan
Fungsional pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta
Permukiman Pulogadung wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai
ketentuo.n peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip
koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 18

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Keuangan.
para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan
UMI<M serta Permukiman Pulogadung memimpin, mengoordinasikan,
mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan
tUgclS, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan.
para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Ketua Subkelompok
Jab<ltan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung wajib mengikuti
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan.
para Ke'Jala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsioroal pada Unit Pengelola Kawasan Pusa! Pengembangan UMKM serta
Permukiman Pulogadung wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang
diperlllkan apabila menemukan adanya penyirnpangan dan/atall indikasi
penyimpangan.

Pasal 20

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan.
para I<epala Satuan Pelaksana. Kepala SPI, Ketua Subkelompok Jabatan
Fun,lsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung wajib
rnenyampaikan laporan dan kendala pelak~;anaan tugas kepada atasan
masir'g-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 21

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, kelatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM
serta Permukiman Pulogadung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pegawai pad a Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta
Permukiman Pulogadung merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri
dari:

a. Pegawai Aparatur Slpil Negara; dan

b. Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja.

Pasal 23

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negeri.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Aparatur Sip:1 ~jegera.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegall\aian Unit Pengelola Kawasan
Pusnt Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB sebagai bag ian dari pembinaan kepegawaian Dinas

KUMKM serta Perdagangan.

Pasal 24

(1) Peg&wai Pemerintah dengan Perjanjian i-<erja sebagaimana dimaksud
dala~l Pasal 22 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
sC3bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ket8nl<Jan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara.
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(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Kawasan
Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung, mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB.

Pasal 25

(1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung dapat mempunyai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

(2) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaima dimaksud pada ayat (1),
merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pengelola Kawasan
Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sebagai
UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD).

(3) Per,gelolaan kepegawaian Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimal~sud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Pegawai Non Aparatur Sipil Negera pada
SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal26

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengernbangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sebagai Unit Kerja
Dina~, KUMKM serta Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuang<'1n Badan Layanan Umum Daerah (pPK-BLUD) dibebankan pacJa:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

b. Pendapatan operasional Unit Pengelola: dan

c. Ban!uan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara/daerah.

Pasal 28

Pengeblaan keuangan pendapatan operas.onal sebagaimana dimaksud
dalam ?asal 26 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peruncJang­
undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan B3dan Layanan Umum Daerah.

Pasal 29

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undan(lan.
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BABIX

ASET

Pasal 30

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pen(,iembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung sebagai prasarana
dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Bidang Keuangan NegaralDaerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.

Pasal 31

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Kawasan
Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung dalam
bentuk pemberian hibah atau bantuan bar-ang dari Pihak Ketiga kepada
Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan
penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicetat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal32

(1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala
Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a. I<epegawaian;

b. keuangan;

c. omang;

d. kinerja

e. 3kuntabilitas; dan

f. <E! ;Jiatan.
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Pasal 33

Dalam .-angka akuntabilitas Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan
UMKM ,erta Permukiman Pulogadung mengembangkan sistem pengendalian
internal Dinas KUMKM serta Perdagangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM
serta Pe..rnukiman Pulogadung dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. A\=,arat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Perangkat pejabat struktural dan pegawai Unit Pengelola Kawasan Pusat
Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung diatur dengan
Peraturan Gubernur.

(2) Besaran Tunjangan Kinerja Daerah pejabat struktural dan pegawai Unit
Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman
Pulogadung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Kawasan
Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung ditetapkan/diatur
dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
111 rahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembentukan, Organisasi
dan Ta:" Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usahil Mikro,
Kecil dO'!1 Menengah serta Permukiman Pulo~ladung dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus It,ukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62193
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